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ABSTRACT   

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan dana desa dalam 
mendukung pengembangan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan menganalisis 
Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa untuk 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Desa Punti Kecamatan 
Soromandi Bima Kabupaten, Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 
pemanfaatan dana desa di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima 
menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mendukung pembangunan pedesaan. 
Program-program yang dilaksanakan, khususnya pembangunan infrastruktur seperti 
drainase dan rabat beton, telah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. 
Efektivitas tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain ketepatan waktu, 
perhitungan biaya, pengukuran, pengambilan pilihan, pemikiran, pelaksanaan 
pesanan, dan penetapan tujuan. Partisipasi masyarakat sudah cukup baik pada tahap 
perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, meskipun 
demikian keterlibatan perempuan masih perlu ditingkatkan. Namun partisipasi pada 
tahap pelaksanaan dan evaluasi masih kurang optimal. Meski demikian, pengelolaan 
dana desa secara keseluruhan telah memberikan kontribusi positif terhadap 
peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan 
masyarakat, termasuk melalui pelatihan kader dan pengembangan badan usaha milik 
desa. Untuk memaksimalkan manfaat dana desa, perlu dilakukan peningkatan 
partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan, terutama dalam pelaksanaan dan 
evaluasi program, serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan 
keputusan. 
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PENDAHULUAN 

Lebih dari 6 dasawarsa pemerintah silih berganti ataupun sekadar tambal sulam 
kebijakan nasional tentang desa. Tapi dari sekian perubahan Undang-Undang yang ada, 
terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum 
memberikan jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi 
terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. (Borni Kurniawan, 2015). 

Yang terjadi, pada rentang waktu tersebut, desa kesulitan berkembang, anggaran di 
gelontarkan sedikit dan desa semakin terpinggirkan. Apalagi, pada saat yang bersamaan, lahir 
produk regulasi sektoral yang turut mencerabut hak dan kedaulatan desa dalam jumlah yang 
tidak sedikit.UU No.5 Tahun 1979 Tentang Desa mengingkari keragaman lembaga dan 
kelembagaan desa di Nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul serta perlakukan 
kebijakan yang bersifat asimetrik.UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan semakin 
menambah daftar peminggiran desa. Bahkan memangkas hak masyarakat lokal untuk 
mengambil kemanfaatan hutan sebagai sumber kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di 
sekitarnya. UU Kehutanan ini telah merusakan rancang bangun kelembagaan desa adat yang 
selama ini menjadi penjaga setia hutan di Indonesia dari kepunahan.UU No.7 Tahun 2004 
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Tentang Sumber Daya Air juga turut menjadi penyumbang tercerabutnya desa dari haknya atas 
kebutuhan dasar masyarakat yaitu air.(Borni Kurniawan, 2015). 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa 
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
system pemerintahan Negara Republik Indonesia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
APBN, Pasal 1, ayat 2: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer 
melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti 
berikut: a. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk 
masyarakat. b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat 
dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. c. Alokasi Dana Desa harus 
digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. d. Jenis kegiatan yang akan didanai 
melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan 
masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan 
lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan 
musyawarah. e. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Desa melalui proses penganggaraan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (BPKAD 
Kabupaten Banjar, 2016) 

Berdasarkan mekanisme dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan 
dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 
Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh 

persen); dan 
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen) 

Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 
Desa diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah 
Kepala KPPN menerima: 
1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan 
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana 

Desa setiap Desa; 
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya. 
Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima: 

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan 
paling kurang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Desa yang diterima di 
RKUD telah disalurkan ke RKD ; dan 

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari 
bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima 
puluh persen). Capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dihitung 
berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa. (Kementrian 
Keuangan, di Rektorat jenderal Perimbangan Keuangan). 

Berdasarkan penelitian terdahulu Fenomena permasalahan terkait dengan efektvititas 
pengelolaan dana desa yang ada di Desa Meko adalah relative rendahnya kemampuan sumber 
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daya manusia dalam mengelola dana yang ada sehingga masalah yang ada sulit dihindari dalam 
pengelolaannya baik dari segi tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan 
penatausahaan maupun pada tahap pertanggungjawaban dan pelaporan. 

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Meko pada tahap perencanaan dan 
penganggaran yakni belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam 
pengelolaan keuangannya serta kurangnya pemikiran kritis dari masyarakat atas pengelolaan 
anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah 
Desa Meko memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaanya, terlebih khusus bagi 
aparatur pemerintah Desa. 

Masalah pada sisi lain adalah pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan yang 
dimaksudkan agar setiap kepentingan dan kebutuhan dari masyarakat dapat terealisasi. 
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan keadaan yang berbanding terbalik dengan apa 
yang diharapkan melalui kegiatan pelaksanaan dan penatausahaan. Tahap ini membuka 
banyak celah terjadinya perilaku yang kurang baik dari para pelaksana, sehingga apa yang 
telah direncanakan dan ditatausahakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Selain permasalahan yang terjadi dalam perencanaan dan pelaksanaan, problematika 
pengelolaan dana desa di desa Meko menunjukkan masalah pada sisi pelaporan dan 
pertanggungjawaban. Hal ini berkaitan dengan masih kurang transparannya pelaporan yang 
dilakukan oleh aparatur desa terkait dengan perencanaan sampai dengan evaluasi penggunaan 
dana desa. Fakta dilapangan menunjukkan tidak adanya spanduk pengumuman ataupun papan 
pengumuman terkait dengan perincian dana yang digunakan ataupun program yang masuk 
kedalam anggaran yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di desa Meko. 

Permasalahan-permasalah di atas menunjukkan pada pengelolaan dana desa yang 
belum efektif, baik dari sisi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 
serta pelaporan dan pertanggungjawaban. (Arna suryani, 2019). 

Berdasarkan obeservasi awal bahwa Pemerintah Desa Punti telah beberapa kali 
melaksanakan program pelatihan pengolahan  ikan Asin sebagai salah satu komoditas hasil 
perikanan tangkap nelayan di Desa Punti. Program pemberdayaan masyarakat ini 
dilaksanakan dengan cara membentuk kelompok usaha nelayan dengan pembuatan produk 
ikan asin. Namum program ini terhenti pada pelaksanaan pelatihan saja, tidak berlanjut pada 
proses produksi yang terus menerus sehingga terbentuk aktifitas ekonomi yang bermanfaat 
bagi masyarakat desa dalam jangka panjang.  

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik mengangkat judul 
tentang bagaimana “Analisis Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang 
Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Punti Kecematan Soromandi Kabupaten Bima Nusa 
Tenggara Barat)” 

TINJAUAN PUSTAKA 

Defenisi Efektivitas 

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris 
effectiviness yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif 
berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, 
adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 
dituju. Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu 
yang telah ditetapka. Sedangkan menurut Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas 
merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari 
suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya 
(Kambey, 2017). 

Lebih lanjut Makmur (2010:7) dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan 
pengawasan berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu: 
1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi 

tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan. 
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program 

tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut 
selesai dilaksanakan. 
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3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program 
harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan 
suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan. 

4. Ketapatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 
keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menetukan pilihan dibutukan proses 
yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan. 

5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. 

6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang 
mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan 
jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut 
akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif 

7. ketepatan dalam menentukan tujuan. Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha 
untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa 
dituankan dalam sebuah doukumen secara tertulis yang sifatnya lebih stratejik, sehingga 
menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksana kegiatan semua organisasi.  

Adapun menurut (Listiyani, Rini Argo, 2015). Indikator-indikator efektivitas yaitu: 
1. Ketepatan kebijakan dilihat dari pencapaian peningkatan Pembangunan desa, dan   

kesesuaian perumusan kebijakan pada aktor yang tepat dan dasar-dasar yang tepat. 
2. Ketepatan pelaksana dilihat dari telah diimplementasikannya kebijakan oleh aktor yang 

sesuai dengan sifat kebijakanya. 
3. Ketepatan target dilihat dari kondisi target yang diintervensi mendukung. 
4. Ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal dengan adanya interaksi baik antara 

aktor perumus kebijakan, dan lingkungan eksternal dengan adanya persepsi baik dan 
lembaga strategis yang berperan penting dalam implementasi. Implementasi dapat 
berjalan cukup efktif karena faktor partisipasi masyarakat dan tersedianya peralatan dan 
perlengkapan. Namun juga terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya 
tertundanya pelaksanaan, dan terbatasnya dana yang diterima. 

Dari 2 pendapat ahli untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam 
penelitian ini adalah indikator yang dikemukakan oleh Makmur (2010:7). 

Pembangunan 

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan Dana Desa 
diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri Keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa 
dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana 
Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, melalui: 
1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: 

a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;  
b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan  
c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.  

2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa 
didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa 
dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: 
a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;  
b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 
c. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;  
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d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;  
e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;  
f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;  
g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;  
h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya 

perikanan; dan  
i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa 

3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan 
atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa 
setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: 
a. Pendirian dan pengembangan bumdesa; 
b. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa; 
c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa; 
d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;  
e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa; 
f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;  
g. Pengembangan benih lokal;  
h. Pengembangan ternak secara kolektif; 
i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;  
j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;  
k. Pengelolaan padang gembala;  
l. Pengembangan Desa Wisata; dan  
m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. 

Tujuan Pembangunan 

Tujuan pembangunan desa dapat dilihat antara lain (Permendagri No.114 Tahun 2014): 

1. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan 
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi 
akademi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. 

2. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan 
masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, 
kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina 
usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang 
kokoh bagi pembangunan nasional. 

3. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan 
efesiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. 

Artinya bahwa pembangunan yang melibatkan antara masyarakat dan apparat    desa 
tercipta sebagai usaha untuk pembentukan ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan adalah 
konsekuensinya. Namun, kita harus melibat bahwa pembangunan akan efektif jika lingkungan 
dalam masyarakat desa lebih menunjukkan sikap yang supportif terhadap pembangunan 
sehingga pembangunan akan terasa pro masyarakat dan masyarakat menganggapnya menjadi 
sebuah usaha dalam pembangubnan yang mengedepankan kebutuhan dan keinginan 
masyarakat. (Siburian, 2020). 

Dana Desa 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu 
berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai 
dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang 
di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam 
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APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan 
program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Nurhayati, 2017: 45). 

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk 
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada 
prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa 
tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa 
yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan 
sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan 
kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang 
khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa (Nurhayati, 2017: 48). 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel 
dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat 
memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan 
dana desa yang terlambat/tidak disampaikan . Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota 
juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana 
tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman 
teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. 
Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). (Nurhayati, 
2017: 49). 

METODOLOGI 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subyek 
penelitian ini adalah Manajemen efektivitas penggunaan dana desa dalam menunjang 
pembangunan di Desa Punti Kecemata Soromandi. Penelitian dilakukan di Desa Punti 
Kecematan Soromandi Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara, Dokumentansi, Studi 
Kepustakaan, dan Observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data prime 
dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Mengumpulkan Data, Reduksi 
Data, Display Data (Penyajian Data), dan Penarikan Kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan Pada 
Desa Punti Kecematan Soromandi Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. 

Menurut Aswar, konsep efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh 
mana orang mencapai hasil yang diharapkan.  Artinya jika suatu pekerjaan dapat dilakukan 
dengan perencanaan baik dari segi waktu, biaya,  maupun kualitas maka dapat dikatakan 
efisien. Efektivitas adalah taraf pencapaian suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif apabila 
usaha tersebut tercapai secara ideal, efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang 
relatif pasti. 

Efektivitas lebih menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi, dalam hal ini 
dari pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat desa dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Sederhananya, tujuan dari pemerintah pusat hingga pemerintah tingkat desa dapat 
tercapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. 

Definisi efektivitas mengacu pada derajat keberhasilan suatu operasi sektor publik, 
sehingga suatu kegiatan dianggap efektif jika berdampak besar pada kemampuan memberikan 
pelayanan publik, yang merupakan tujuan yang telah ditentukan. Manfaat menganalisis 
efektivitas pengelolaan dana desa bagi masyarakat adalah sebagai tolak ukur dalam 
memberikan pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa. 

Lebih lanjut Makmur (2010)  dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan 
pengawasan  berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu: 
1. Ketepatan penentuan waktu 

Ketetepatan waktu, tujuan yang telah dirancang berupa program kegiatan desa telah selesai 
tepat pada waktunya hal ini ditandai dengan tidak    adanya keterlambatan dalam 
penyampaian penggunaan anggaran kepada Bupati oleh Kepala Desa. 
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2. Ketepatan perhitungan biaya 
Ketepatan perhitungan biaya, pada penggunaan anggaran sudah efektif ditandai dengan 
tidak adanya kekurangan atau defisit yang terjadi terhadap anggaran yang digunakan, juga 
tidak terjadi pungutan diluar RAB yang  telah disetujui sebelumnya selama jalannya 
program. Pemerintah juga sudah memberikan perintah yang tepat ditandai dengan semua 
proses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

3. Ketepatan dalam pengukuran 
Ketepatan dalam pengukuran pada Pembangunan drainase dan rabat beton sesuai dengan 
ketepatan dalam pengukuran, hal ini dilihat dari ketercapaian pembangunan tersebut yang 
selesai tepat  waktu yang direncanakan tampa ada hambatan.  

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan 
Ketepatan dalam menentukan pilihan, mengacu pada tepat atau tidaknya suatu lokasi yang 
di tentukan, jika pilihan tepat hai ini menentukan keberhasilan. Dari hasil penelitian yang 
diperoleh bahwa p rogram-program yang telah direncanakan dan terlaksana sudaha sesuai 
dengan apa yang menjadi diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan desa. Hal ini 
dilihat pada pembangunan drainase dan rabat beton  menjadi salah satu program prioritas 
pembangunan desa khususnya di dusun oi mada tula dan dusun wadu kadera, karena di 
dusun oi mada tula tersebut belum ada pembangunan drainase dan di dusun wadu kadera 
belum ada pembangunan rabat beton, sehingga perlu dilakukan pembangunan tersebut. 

5. Ketepatan berfikir 
Ketepatan berfikir sudah sesuai karena pembangunan drainase dilakukan di  dusun oi mada 
tula  dan pembangunan rabat beton di dusun wadu kadera karena di dusun tersebut belum 
ada pembangunan drainase  dan rabat beton  jika di bandingkan dengan dusun yang lain 
dan keluhan masyarakat terkait infrastruktur desa yang tidak memadai. Sehingga perlu 
dilakukan pembangunan. 

6. Ketepatan dalam melakukan perintah 
Ketepatan dalam melakukan perintah, sudah sesuai dengan kemampuan memberikan 
perintah yang jelas dan mudah di pahami oleh bawahan.  Hal ini di lihat pada program 
Pembangunan drainase  dan rabat beton sudah sesuai perintah atau arahan dari kepala 
desa,  sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan 
Ketepatan dalam menentukan tujuan, sudah sesuai dengan tujan yang direncankan dan 
terlaksana apa yang diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan desa hal ini disusun 
dalam peraturan desa yang diuntuk oleh pemerintah desa yang disepakati bersama oleh 
masyarakat yang disusun dalam RPJM dan RKPDesa yang kemudian ditetapkan 
anggarannyan dalam RAB. Sehingga dikatakan bahwa ketepatan tujuan ini bedasarkan 
pandangan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilihat pada program 
pembangunan drainase  dan rabat di desa punti.  

Tujuan dari penggunaan dana desa dalam pembangunan fisik yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mutu hidup, serta penanggulangan kemiskinan 
sudah tercapai, ditandai dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas yang meningkatkan mutu hidup 
warga, seperti dibangunnya jembatan sebagai akses penghubung, membangun irigasi agar 
tidak terjadi penyumbatan air yang diakibatkan oleh sampah yang menumpuk, perbaikan jalan 
berupa rabat beton dimana memudahkan akses masyarakat yang tadinya jalan tersebut sulit 
untuk dilalui menjadi mudah dilalui, selain itu juga memberikan bantuan kepada massyarakat 
yang belum mempunyai MCK pribadi dengan membangun jamban keluarga, serta perbaikan 
terhadap rumah tidak layak huni menjadi layak huni kepada masyarakat yang kurang mampu 
(memenuhi persyaratan). 

Pada pemberdayaan masyarakat tujuan penggunaan dana desanya yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan warga telah dilaksanakan, ini dibuktikan 
dengan pemberian pelatihan kepada kader-kader desa sehingga sumber daya manusia yang 
mengelola dana desa meningkat dan kemampuan yang sesuai dengan perkembangan masa 
sekarang. Selain itu pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melaui Bumdes, memberikan 
pembiayaan kepada masyarakat kecil dalam meningkatkan usahanya, pemberian bantuan 
pupuk kepada petani yang dapat meningkatkan hasil panennya sehingga pendapatan 
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masyarakat dapat meningkat dan mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan yang 
terjadi dimasyarakat. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemerintah desa telah mencapai tujuan sesuai 
dengan yang telah direncanakan. Sehingga hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Garry pada penelitiannya yang berjudul penggunaan dana desa dalam peningkatan 
pembangunan, yang menyatakan bahwa tujuan Dana Peningkatan Pembangunan Desa telah 
tercapai, pembangunan sudah benar dan mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat 
terhadap pemerintah, yang dianggap efektif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat 
pedesaan melalui Dana Peningkatan Pembangunan Desa. 

Pada penggunaan dana desa, masing-masing pemerintah memiliki prioritas penggunaan 
dana yang sama yaitu diprioritaskan pada pembanguan desa (infrastruktur) yang dibuktikan 
dengan lebih banyaknya penggunaan dana desa pada pembangunan desa dibandingkan pada 
pemberdayaan masyarakat, ini dapat dilihat dari baliho penggunaan anggaran yang dipasang 
oleh pemerintah desa di halaman kantor mereka. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian 
Raharjo dkk dalam penelitiannya yang menemukan bahwa penggunaan dana desa masih 
memprioritaskan penggunaannya dibidang pembangunan desa dan masih sedikit berfokus 
pada pemberdayaan masyarakat seperti pendirian dan pengembangan BUMDes. 

Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggraran Dana Desa Untuk    
Pembangunan Perdesaan Pada Desa Punti Kecematan Soromandi Kabupaten Bima. 

Tahap pertama yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa ini adalah 
rapat untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang apa-apa saja yang menjadi 
kebutuhan masyarakat untuk mendapat kemudahan di kampung tersebut. Dalam hal ini, rapat 
tersebut dinamakan dengan istilah Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan). 
Jika dilaksanakan di tingkat dusun maka dinamakan dengan istilah Musdus, bila di laksanakan 
di tingkat desa atau kampung dinamakan dengan Musrenbangdes. 

Dalam pelaksanaannya, pertama sekali masyarakat melaksanakan Musdus di dusun 
masing-masing, dan musdus ini melibatkan seluruh elemen dan unsur masyarakat yang duduk 
di dusun tersebut, misalnya unsur laki-laki, perempuan, pemuda dan lain sebagainya. Setelah 
itu, hasil dari musrenbangdus tersebut dibawa ke tahap selanjutnya yakni Musrenbangdes. 
Dalam musrenbangdes ini akan dihadiri oleh beberapa unsur yakni Aparatur Kampung, Ibu-
ibu PKK, wakil-wakil dari beberapa dusun, dan Unsur Pemuda dalam kampung tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk membentuk pola pikir masyarakat tentang 
pentingnya kesejahteraan, sehingga masyarakat dapat peka terhadap sekitarnya untuk lebih 
mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Dengan adanya pembentukan pola pikir ini 
masyarakat akan semakin maju dan mandiri sehingga pemerintah hanya perlu mendukung 
dan menyokong masyarakatnya, penggunaan danapun akan semakin efektif dan efisien karena 
semakin banyak hal yang dapat didanai bukan hanya pembangunan fisik seperti yang telah 
dilakukan sebelum-sebelumnya. Namun dalam pendanaan yang terjadi lebih condong 
terhadap pembangunan fisik sehingga terjadi ketimpangan dimana pemerintah hanya 
berfokus pada pembangunan fisik dan mengesampingakan pemeberdayaan terhadap 
masyarakatnya. Sehingga diperlukan tindak lanjut dari pemerintah untuk lebih 
memperhatikan hal-hal selain pembangunan fisik, karena tingkat kesejahteraan bukan hanya 
dinilai seberapa banyak dan bagus infrastruktur yang ada, namun juga dinilai dengan kualitias 
sumber daya manusianya yang memadai. 

KESIMPULAN 

Pertama, Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan 
Pada Desa Punti Kecematan Soromandi Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Efektivitas 
pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan berdasarkan hasil 
penelitian sudah sangat efektif. Masyarakat mengatakan semua program yang telah 
dilaksanakan oleh pemerintah sangat bermanfaat bagi mereka hal tersebut dapat dilihat dari 
respon informan mengatakan bermanfaat dalam kehidupan mereka dan berdasarkan 
indikator kefektivitasan, penggunaan dana desa dalam pemanfaatannya sudah efektif. 

Kedua, Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan Anggraran Dana Desa Untuk    
Pembangunan Perdesaan Pada Desa Punti Kecematan Soromandi Kabupaten Bima.Partisipasi 
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yang dimaksud dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi 
masyarakat adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan 
organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksaan dan pemantauan 
kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat 
di Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam pengelolaan Dana Desa untuk 
tahap perencaan berupa musrenbangdes, untuk masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan 
baik, terutama untuk kaum aparatur kampung, unsur pemuda, dan laki-laki, sedangkan untuk 
kaum perempuan juga telah berpartisipasi, namun masih dalam jumlah yang sedikit dan lebih 
didominasi oleh laki-laki. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan, di kampung ini tidak ada partisipasi dari masyarakat sekitar, karena aparatur 
kampung mempekerjakan pekerja dari luar, sehingga masyarakat tidak ada campur tangan 
dalam tahapan ini. Begitupun dengan tahap evaluasi, masyarakat juga tidak aktif dalam 
pengawasan pembangunan dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan yang berkaitan 
dengan ketransparansian dari pemerinta desa dalam pengelolaan Dana Desa ini. 
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